SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 176 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN STATUS SIAGA DARURAT PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID -19) DI KABUPATEN MIMIKA

MENJADI

STATUS TANGGAP DARURAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID -19) DI KABUPATEN MIMIKA

Menimbang : a.

Mengingat

2

BUPATI MIMIKA,

bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Bupati
Mimika, Forkopimda dan Stakeholder Nomor tanggal 16 April
2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) di Kabupaten
Mimika dan Surat Pernyataan Bupati Mimika Nomor 131/307
tanggal 16 April 2020 tentang Peningkatan Status Siaga
Darurat Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
di Kabupaten Mimika menjadi Status Tanggap Darurat
Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID -19) di Kabupaten Mimika ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);
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Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya
tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3894);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID 2019);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) sebagai Bencana
Nasional,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ
tentang Pembentuka Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah,;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.
02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pelayanan Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Bupati Mimika Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
kabupaten Mimka Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Peningkatan Status Siaga Darurat Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Mimika menjadi Status
Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Mimika;

Peningkatan Status sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
Keputusan ini mulai tanggal 16 April s/d 6 Mei 2020;

Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakuan
perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 16 April 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Jguiai dengan aslinya
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;

Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika,

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;

Seluruh Kepala OPD Kab. Mimika di Timika;

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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